
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR    11    TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 103 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai ketentuan romawi V angka 26 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-
CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK 

dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana 
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, 

Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang 
bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 

darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia 
dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului 
penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; 

  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian objek 

belanja dalam rincian objek belanja berkenaan serta pergeseran 
antar objek belanja dan jenis belanja berkenaan, dilakukan 

dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran dan belanja daerah sebagai dasar pelaksanaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti Surat 
Kementerian Keuangan Nomor S-34/PK/2019 tanggal 21 Januari 
2019, perihal : Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 

2019, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
Nomor : 976/ 1964/021.3/2019, tanggal 31 Januari 2019, 

perihal : Penyampaian Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 
140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2019, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 903/17.529/201/2018 tanggal 31 
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Desember 2018, perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan Surat Sekretariat 
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 

412.2/484/112.3/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal 
Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus 

Kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019;  

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 2730);  

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);  

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

  4.  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355);  
  5.  Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

  6.  Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
  7.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8.  Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  
  9.  Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  10.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa      
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                                   

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5495); 

  11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679);  

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5340); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);  

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006   Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2018    
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6177); 
21.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010  Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161);  
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22.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5272);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah     
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri 
sipil, prajurit tentara nasional indonesia, Angggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018  Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6207); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun, dan Penerima Tunjangan(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6208); 
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32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 199); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 465);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia         
Tahun 2013 Nomor 1425);  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
38.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia     
Tahun 2018 Nomor 701); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo  Tahun 2007 Nomor 2  Seri E);  

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5                    
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                  
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);  

41.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6                          
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo   Nomor 15);  

42.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo   
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo                 Nomor 16);  

43.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo   Nomor 18);  

44.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo    Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3          Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);  

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7  Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
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Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo  Nomor 18);  

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo  Nomor 19);  

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo  Nomor 20);  

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10                  
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo  Nomor 21);  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri 
B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);  

51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16  Tahun 2011 
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);  

52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);  

53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4                    
Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);  

54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6  Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo  Nomor 33);  

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);  

56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);  

57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);  

58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10                    
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);  

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);  

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                 
Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018;  
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61. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2017 Nomor 1 Seri B); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2018 Nomor 2 Seri A); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SIDOARJO NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
 Pasal I 

 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2018 Nomor 104) diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

      

Pasal 1 

 

1. Pendapatan :  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.603.002.870.000,00 

 b.  Dana Perimbangan          Rp. 1.774.135.335.000,00 

 c.  Lain – lain Pendapatan  

  Daerah yang sah  Rp.    868.986.314.500,00 

       Jumlah Pendapatan Rp. 4.246.124.519.500,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

  1) Belanja Pegawai Rp.1.492.157.103.618,10 

  2) Belanja Hibah Rp.   210.278.262.000,00  

  3) Belanja Bantuan Sosial Rp.     82.385.083.100,35 

  4) Belanja Bagi Hasil Rp.   105.358.120.528,20  
  5) Belanja Bantuan  
   Keuangan  Rp.   499.293.533.651,00 
  6) Belanja Tidak Terduga Rp.       9.602.494.242,00 
          Jumlah belanja tidak langsung  Rp. 2.399.074.597.139,65 
 b.  Belanja Langsung  
  1) Belanja Pegawai Rp.    179.142.317.169,00 
  2) Belanja Barang  
           dan Jasa Rp.1.248.306.454.648,02 
  3) Belanja Modal  Rp.1.019.601.150.543,33 
  Jumlah belanja langsung  Rp.2.447.049.922.360,35 
  Jumlah Belanja  Rp. 4.846.124.519.500,00 
  Surplus/ (defisit) (Rp.  600.000.000.000,00)  

                            3.  Pembiayaan  
      a. Penerimaan  Rp.   612.900.000.000,00  

b. Pengeluaran                    Rp.     12.900.000.000,00 
       Jumlah Pembiayaan Netto       Rp.   600.000.000.000,00 
  Sisa lebih pembiayaan  
  anggaran tahun berkenaan  Rp. 0,00 
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah lampiran III dan IV, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan dan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 
 

Pasal II 
    

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 

 
    
                Ditetapkan di Sidoarjo  
                pada tanggal    27 Februari    2019 
 
                  
                                                                                   BUPATI SIDOARJO,  
       
          
              ttd 
    
                        SAIFUL ILAH  
Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal   27 Februari    2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,  

 
ttd  

 

ACHMAD ZAINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 11 
 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 11 TAHUN  2019 


